KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE
NOMOR : 08/DPRD/VIII/2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan pasal 177
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati
wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
untuk memperoleh persetujuan bersama ;

b. baliwa Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
yang diajukan merupakan perwujudan dari
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan
kebijakan umum APBD serta perubahan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah
disepakati antara Pemerintah Daerah dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 6
bulan September tahun 2023,;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana....




Mengingat :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas perlu
ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bone;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822 ) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851 ) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

S5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004...
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lemberan Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang...




10.

11,

12,
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15....
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 799);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
139/PMK.07 /2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi
Basil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi
Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1334); ‘

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat
Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana
Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 807);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi
Hasil Cukai Tembakau Menurut Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 72);

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor
368/1V/Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan
Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bone
Tahun 2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun
2021 tentang perubahan atas Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone
Nomor 1 Tahun 2021);

24.Pervturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2021....



Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU
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Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun
2021);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk
membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone
Nomor 7 Tahun 2021);

Peraturan Bupat Bone Nomor 32 Tahun 2022 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022
Nomor 34);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bone Tahun 2023-2042 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten BoneTahun 2023 Nomor 11);
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bone Nomor 01 Tahun 2021 tentang tentang Tata Tertib;

1. Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Kab.Bone Tahun Anggaran
2024 dalam Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten
Bone pada tanggal 7 s/d 8 2024,

2. Persetujuan Anggota DPRD Kabupaten Bone pada

Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II DPRD
Kabupaten Bone pada tanggal 11 Agustus 2024

MEMUTUSKAN

Menerima dan Menyetujui Racangan Peraturan Daerah

Kabupaten Bone tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2024
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

1

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...



KEDUA

i

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 semula sebesar Rp.2.691.399.728.042,00
bertambah /berkurang sebesar Rp.242.005.097.482,00
sehingga menjadi Rp.2.933.404.825.524 dengan rincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 2.651.399.728.042,00,-
b. Bertambah / (berkurang) Rp. 203.465.371.529,00,-

Jumlah Pendapatan Daerah setelah
Perubahan Rp. 2.854.865.099.571,00,-

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 2.619.938.561.782,00,-
b. Bertambah / (berkurang) Rp. 242.005.097.482,00,-

Jumlah Belanja Daerah setelah

Perubahan Rp. 2.861.943.659.264,00,-
Surplus/(Defisit) setelah
Perubahan Rp. (7.078.559.693,00)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan
1) Semula Rp. 40.000.000.000,00,-
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 38.539.725.953,00,-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan
setelah Perubahan Rp. 78.539.725.953,00,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 71.461.166.260,00,-
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00-

Jumlah Pengeluaraan Pembiayaan
Setelah Perubahan Rp. 71.461.166.260,00,-

Jumlah Pembiayaan Netto setelah
Perubahan Rp. 7.078.559.693,00,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
setelah Perubahan Rp. 0,00,-

KETIGA : Keputusan ini disampaikan ...
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KETIGA . Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Bone untuk
ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 11 Agustus 2024

KAB TEN BONE

RW I BU N

Terabusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI; di Jakarta di Jakarta

2. Gubernur Sulawesi Selatan; di Makassar
3. Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan ; di Makassar
4. Para Ketua DPRD Kabupaten / Kota Sulawesi Selatan; di Tempat;

5. Kepala Badan Lintas Kabupaten ; di Watampone;
6. Ketua Pengadilan Negeri Watampone; di Watampone
7. Muspida Kab.Bone: di Tempat

8. Para Anggota DPRD Kabupaten Bone ; di Tempat

9. Para Kepala Dinas dan Badan se Kab.Bone; di Watampone
0. Para Camat se Kab.Bone; di Tempat

1. Pertinggal




